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PELAKSANAAN KERJASAMA PEMANFAATAN SUMBER DAY A AIR
SUNGAI DAREH SITUJUH BANDA DALAM KABUPATEN LIMA PULUII
KOTA

{00kta Syaif Putea, G5 140007, Fakuhas Hukom Universites Andulas Padang, 63 | alarman, Tahua 2009}

ARSTHAK

Pasal 188 Undang-Undang Dasar Negara Republik [ndonesia Tabam  [945
dikatakan bahwa nepara mengakui dan mengharmati ketentuan-ketentuan masvarakat
bukum adat beserta hak-hak tadisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, vang diatur
dalam undang-undang. Berdasarkan pada pasal 188 tersebut, . Tumanggung sebagai
pemepang  kekuasaan terhadap ulmyat Sungai Darch memilih arah kepentingan
kesejahteraan anppotanya dengan cara mengadakan kerjasama dengan PDAM Eota
Payakumbuh untuk memantaatkan sumber daya air Sungai Darch. Pemanfantan sumber
dava air Sungat Dareh oleh PDAM Kota Pavakumbuh dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan antara kaum Dt Tumanggung, KAN, Wali Nagari Situjush Banda Dalam
dan PDAM Kota Payakumbuh. Peneilitian ini berusaba menjawah pertanyazn lenlang
bagaimana pelaksanaan kerjasama pemanfaatan sumber daya air Sunga Darch Siujuh
Banda Dalam Kabupaten Lima Pulub Kots, serta bagaimana upava Pemerintah Daerah
dalam pelaksanaan kerjasama pemaniaatan sumber dayva air Sungai Dareh Situjuh Banda
Dalam Kabupaten Lima Fuluh Kota dan berusaha menganalisanya schinpga dapat
ditemukan pemecshan atas pennasalaban fersebut. Metode penelitian study kosus, vait
mempelajart kasus bagaimana pelaksanaan kerjasama pemanfastan sumber dova air
Sungai Dareh. Penelitian ini dapat dikategorikan scbagai penelitian empiris vang bersifat
deskriltil” Hasil penelitian memperlibatkan bzhwa pemanfaatan sumber dava air Sungai
Darch dilakukan berdasarkan keria sama antara PRAM Kota Pavakumbuh dengan kaum
Dt. Tumangpung dengan bagi hasil keunlungan, Yang memperoleh hasil keuntungan
tersebut adalah kaum Do Tumanpgong, KAN, Wali Nagari Situjuah Banda Dalam, dan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kotz Agor  pemanfaatan sumber dayva air Sungai
Darch dapat berjalan lancar, maka hendaknya. 1) Pemerintah Napar Situjush Banda
Dalam. kaum D Tumanggung, PDAM Kota Payakumbuh harus menjaga kega soma
vang baik, 2) kaum Dt Temanpgung sebagai pemilik ulayat harus menjaga lokasi sumber
daya air Sungai Dareh, 3) PDAM Ko Payakumbuh dalam memanfaatkan sumber dayva
air Sungai Darch harus berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.



BAB I
PENDAHULUAN

AL Latar Belaluing Masalah

Undang-Lindang Dasar Megara Republik Indonesis tahun 1943 merupakan hukum
tertinggn dan mstrmen utama bagi pemerintab Indonesia. Selama 64 1ahun, UL (9435
i lelah menuntut prases perubahan berbagai lembaga pemerintah, dan menjadi dosar
bagi stabilitas polink, kebebasan Hak Asasi Manusia, pertumbuhan ckonomi dan
kemajuan sosial. Scjak awal berdirinya Negara Kesalwan Republik [ndonesia pada
tanggal 17 Agustus 1943 dengan sistem desentralisasi karena nepara merupakan suatu
organisasi kekuasaan (Kewibawaany aau scbuah benwk perzaulan hidup vang harus
memenuhl persyaratan tertentu, antara lain: ada pemerintah vang berdaulat, wilayah
(dacrah) tertentu dan rakyat yvang hidup terstur, seria harus ada wjvannya. Para pendiri
negara  lelah  menjatubkan  pilihannva pada peinsip pembagian  kekuasaan  dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia vang tujuannya tercantum pada alinea
keempal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 vang berbunyi:

“...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum. mencerdaskan kehidupan bangsa. dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia vang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abady dan keadilan sosial.”

Mepara Republik Indonesia sebagai nepars kesatuan menganut asas desentralisasi
dalam menyelenpparakan pemenniahan dengan memberikan kesempatan dan keluasaan
~epada daerah untuk menvelengearskan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 avat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 menvatakan hahwa;

“Megara Kesatuan Republik Indanesia dibagi daersh-dacrah provinsi dan daerah
prisvinst itu dibagi alas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provingi, kabupaten.



dan kota itv mempunyai pemerintahan daerah. vang diatur dengan undang-
urdang”.

*asal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dikaakan bahwa negar mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masvaraka dan prinsip Negara
kesatsan Republik Tndonesia, vang distur dalam andang-undang,

Bergulimya era desentralisasi pasca tumbangnya orde baru memberikan angin
segar bagl tereselenggaranya pemerintahan dagrah yang berkarakier lokal sesuai dengan
aspirasi masyarakal dan keberagaman daerah, Bagi Sumatera Barat, era desentralisasi
merupakan  peluang untuk kembali bermagar, Keinginan  kembali bernagari pada
hekekatnya tidak hanya dimungkinkan oleh keteniuan peraturan perundang-undangan
tetapi jupga sejalan dengan kehendak sebabagian besar dari masyarakal Sumatera Barat
untuk kembali kepada bentuk susunan pemerintaban vang scsuai dengan filosofi Adar
Basanedi Syerak, Svarak Bavendi Kirabuliak vaitu Pemerintahan Napari.

Kembali ke Pemermtahen Nagari sebagai keinginan luhur dari masyarako dan
Pemermtahan  Dacrah Sumatera Baral  bertujusn mengkonstruksikan kembali ke
pemerintahan  terendah,  vang  memungkinkan  masvarakat i nagari dapal
mengembangkan potenst dan kreativitasnya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi
wcrakyatan. Dalam berkembanpnya potensi dan kreativitas ekonomi kerakyvatan di nagari-
nagari berdampak semakin koatnva pelaksanaan otonomi daerah. Bilamana dahulu
vemerintzhan  desa  distur oleh  Pemerimah Pusat,  sekarang  sudah  seharusnva
Pemerinahan  Magari itu divrus bersama olch pemerintab dan masyarakal nagari.

Pengembalian bemuk dan susunan pemerintahan Desa kepada Pemerintahsn Nagari di

Sjahmunir , 2006, Pemeriniahan NMagard Daw Tavah Llaver, Uriversity Andalas Press, Padang, hal 18
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Sumatera Barat ditsyaratkan oleh pasal 111 Undang-Undang Mo, 22 tahun 1999, Inti dari

pasal |11 Undang-Undang Ne, 22 whun 1999 mencerminkan keinginan Pemerintah

Daerah bersama-sama masyarakal Ji Sumaters Barat vang hertujuan Sivial Prlane Ko

Crergemptive Pimarns Suruik Ko Tampiefnvg dan Desa Putane Ko Nageri

Menurut Sjahmunir kembali kepada Pemerintahan Magari memiliki hanvak

keuntungan antara [ain:

i,

b,

erdapatnya kesatuan penvelengaraan pemerintahian vang Ldak memisshkan
administratif dengan vrusan adat, schingga menjadikan Pemerintahan nagari vang
kuat dan berwibawa,
Sumber days manusia dan sumber dava alam vang tersedia dapal diandalkan guna
dimanfaatkan delam rangka terwujudnya atonomi daerah.
Dengan berpemerintahan nagari sumber-sumber pendapatan dan harta kekayaan
nagari vang dikuasai pihak lain seperti tanah, hutan, pasar nagari, air dan bahdn
galian dapat ditats dan dikembalikan kepada nagari, Pasal 107 UL No. 22 tahun
1994 dalam penjelasan umum menegaskan sumber pendapatan yang tefah dimiliki
dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih olel Pemerintah atau
Pemerintah Daerah. Dengan demikian harta bends dan kekavaan nagari vang
masih dikuasai eleh Pemerintah Kabupaten beserta sumber-sumber penerimaan
dan pendapatan asli yang masih dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, harus
dikembalikan kepada nagari.
Pemerintahan  nagari  dengan otonomi  asli vang  dipunvainva,  dapat
mengembangkan peran serta seluruh masyarakal secars demokratis, dengan

memantaatkan nilai-nilai budayva vang hidup serta peranan institusi vang ada dan

ioid. lal, 19



BABIV
KESIMPULAN DAN SARAN
A, Kesimpulan
I Pelaksanasn kerjasama pemanlaatan sumber dava wir Sungai Dareh Sitwjuh Bands
Jalam Kabupaten Lima Puluh Kot dilaksanakan berdasarkan bagl hasil. Pada tahun
D Lesepakatan terscbut sebagai berikut:
A, 753% untuk kawm M., Dt Tumanggung ke rekening No. 14363-7 aas nama
Marshal 1. Tumanggung di BPIVBank Nagari Pavakumbuh.
B 1.0% untuk KAM Situjuah Banda Dalam ke rekening No, 0100-501.12084.3 atas
nama Jorong Padanyg Ambacang di BPD/Bank Nagari Pavakumbuh.
co L5% unuk Jorong Padang Ambacang ke rekening Wo. 0100-901. 120843 atas
nama Wali Jorong Padang Ambacang di BPD/Bank Nagari Pavakumbuh.
S22z mhun 2005 kescpakatan tersebut berubah, bagi hasil sebesar 500 dari 10% vang
~remima Pemerintah kabupaten Lima Pulub Kota dengan rincian sebapai berikut:

g 37.5% untuk kaum M. D1 Tumangeung ke rekening Mo, 0100.0207, 143-65.3
atas nama Marshal DU Tumanggung di BPOYBank Magari Pavakumbuh.

oo 75% wntuk Pemerintah Magari Situjuah Bands Dalam ke rekening Na,
OHHLO210.03  atas pama Benny  Bhala Tamon di BPD/Bank  Napari
Payakumbuh.

3% untuk KAN Situjush Banda Dalam ke rekening Ne. 010002 10.03422-4
ztas narma A, [ Gayur di BPD/Bank Nagan Pavakumbuh.
—enntah daerah berlugas  schagal penpawas  dalam pelaksansan  Lerjasama

c an sumber daya air Sungai Darch Situjub Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh
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